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PETERIl{TAH KABUPATEN PE'I'IR'ELATAN
DINAS PENIDII}IKAN MAN KDBIIDAYAAN

fl. H. Agus Salim - painan Telp (0756) 216a2

sunf,T pEnltrtlltrru PEI}IBEnIIN BAITTUIIN
Dlliltr trLOffiSI KHUSUS rISIK

KEEIATAII:

PEMBANGUNAN/REHABITITASI GEDUNG DAN PENGADMN
SARANA PRASARANA SEKOIIU MENENGAH PERTAIT{A (DAK REGUI.ER 2O2O)

Antara

PHMilIAH IIATI{A}| |(IBIPAIEII ESN$R snATA}I

dengan

IEPAI.A SEIMIAH SI'HI I PA}IEU}IE SIIAI.

Nomor

Tanggal

: oG/IV|SARPRAS/ DAK. pSM p/sl,vK/ DpK-pS I 2o2o
: O2APRIL2O2O

ffi hari ini thmis
bawah ini :

1. Nama

L Jabatan

3. Alamat

l. Nama

L Jabatan

3. Aiamat

Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia Q. pemerintah Kabupaten pesisir selatan
sdanjutnya disebut pfHAK pERTAttA

tanggal Dnabulan Apriltahun Dua rihadua puluh,lGmiyang beftanda tangan di

: Kuasa Pengguna Anggaran Bidang pembinaan SMp
Tahun Anggaran 2O2O

: Jl. H. Agus Salim - painan

: MA[ALEtY,S.p4til.pd

: Kepala UPT SlrlpN 1 pancung Soal

: Jl. Simpang lama fnderapura

kthdak dan atas nama jabatan tersebut diatas berdasarkan Surat Keputusan Bupati pesisir Selatan No.pl2loLzlBl@sDM-z0rg 
Tanggal 30 Januari 2019 yang setanjutnya dtsebut qIHAK KEDttA,

PlllAl( PERTAiIA dan PrHAK IGDUA secam bersama terlebih dahutu menjelaslon dan menyadari
cepenuhnla hal-hal sebagai berikut :

l. Bahwa Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 antara lain mengamanatkan :

D Pasal 11 ayat (1) : Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan tayanan dan
kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidilon yang bermutu bagi setiap warga
negara tanpa diskiminasi;



Nunor S?PB
Tmoonl

: 06/N/SARPRAS/D AK.PSMP/fiNK/DPK-?52020
: 02 April2020

) Pasal 45 ayat (1) : Sistem Pendidikan Nasional diatur bahwa setiap satuan pendidikan formal

dan non formal menyediakan sarana dan prasarana yang rnemenuhi keperluan pendidikan

s€suai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intele6ual, sosial,

ernosbnal, dan kejiwaan peserh didik;

> Pasal46 ayat (1) : Pendanaan pendidikan menjaditanggungiawab bersama antara pemerintah,

Fernerintah daerah dan masyarakat;

> Fasal 45 ayat (2) : Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan

anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar

tlegara Republik Indonesia Tahun 1945;

L Batwa kegiatan peningkatan prasarana pendidikan merupakan salah satu prioritas pembangunan

naional, sehingga Pemerintah berupaya mendorong Pemerintah provinsi, Kabupaten/Kota

rnehkukan tindakan nyata dalam mewujudkan peningkatan akses bagi masyarakat terhadap
pendilikan yang lebih berkualitas dengan mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK);

3- Bahm Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 42 tentang Standar Nasional pendidikan

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan pemerintah Nomor 13 Tahun
2015 yang mewajibkan setiap satuan pendidikan memiliiri sarana prasarana pendidikan untuk
rnenunBng proses pembelajaran yang temtur dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan mutu
pendidilon;

4. Bahwa Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 88 Tahun 2019 Tanggal 30 Desember 2019
tentang Pehrnjuk Teknis Dana Atokasi Khusus Fisik Tahun 2020 menentukan bahwa kegiatan
peningkatan pftFarana pendidikan dilakukan oteh Panitia Pembangunan Sekotah secara swakelola
yang ditetapkan oleh Kepala Sekolah penerima alokasi DAK sebagai bagian integrat manajemen
berbasis sekolah;

5' Bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Repubtik Indonesia No. 11 Tahun 2020
Tanggal 26 Februari 2020 Tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK)
Fisik Bidang pendidikan Tahun Anggaran 2020;

6. Bahwa untuk peningkatan prasamna pendiditcan disediakan anggaran melalui Dokumen
Fdaksanaan Anggaran (DPA) Nomor 1.01.01.1.01.0r.01.15.83 Kegiatan pembangunan/Rehabilitasi

Gedung dan Pengadaan Sarana Prasarana Sekolah Menengah pertama (DAK Reguler 2A20);

EtFn lni nrenyatalen telah setuju dan sepakat untuk mengikat diri datam suatu perjanjian pemberian

ffist Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang fendidikan Tahun Anggaran 2020 dengan ketentuan-ketentuan
dzr syamt*yarat seperti dalam pasaFpasatdi bawah ini :

Perjaljin Pemberian Brntuan



Nanor SPPB
Tanggol

: O6fiV/SARPMSD AKP SMPNNK/DPK-PSAAI
:02April2020

Pasal t
Maksud dan Tujuan

PFqFt ii ebagai bagian dari pelaksanaan program DAK Fisik Tahun Anggamn 2020 dimaksudkan

utinstrtai kegiatan pembangunan/rehabilitasi prasarana pendidikan pada jenjang Sekolah Menengah

tlfm dengnn tujuan sebagai upaya pemenuhan prasamna pendidikan sesuai dengan standar nasional

prrcn. Pihak Kedua bersedia melaksanakan pekerjaan sebagaimana yang tercantum dalam RAB &

ffi ssta bertanggungjawab penuh terhadap penggunaan dana yang diterima.

Pasal 2

Lingkup Pekerjaan

EFnjiiln Pemberian Bantuan DAK Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2020 digunakan untuk

nrr4desaikan pekerjaan pembangunan/rehabilitasi prasarana pendidikan pada SMPH I Pancung Soal
ppndiffi:

L Rehabilitasi Ruang Laboratorium IpA,

Pasal 3

Jangka Waktu Pelaksanaan

1- Jangka waktu pelaksanaan sebagaimana dimakud dalam Pasat 2 adatah 120 (seratus dua puluh) hari

kalender terhitung mulai saat diterimanya dana DAK Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 20ZO di

rekening PIHAK I(EDUA.

z PIHAK KEDUA akan mr.rlai melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 paling

lambat 14 (empat belas) hari kalender terhitung rnulai saat diterimanya dana DAK Fisik Bidang

Pendidikan Tahun Anggaran 2020 di rekening PIHAK KEDUA.

3. Felaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling lambat pada tanggal 30 Desember

aJ20.

Pasal 4

Pri nsip-prinsi p pekerjaan

Prinsipprinsip dalam pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2020 meliputi :
1. Felaksanaan dikerjakan dengan mekanisme swaketola,

z Fenerapan asns efektifttas, efisiensi, transparansi dan akuntabititas,

3. Pengutamaan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kegiabn,

{. O$imallsasikualiEas pekerjaan dengan barang yang dihasilkan,

fu PzrjatTiion Pemberian Bantuan
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Tmggal

: 0 6[V/S ARPR;AS/D AKP SMP /gNW P K-P 52020
: 02April2020

Pasal 5

Tugas dan Kewajiban Para Pihak

L PI}IAXPERTAMA:

a) Henplurkan dana dengan segera ke satuan pendidikan penerima DAK Fisik Bidang Pendidikan

meblui Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan mempeftimbangkan jangka waktu pelaksanaan

*bagaimana dimakud dalam Pasal3.

b) Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program DAK Fisik Bidang Pendidikan di tingkat

Kafupaten.

c) i{ernberikan birnblngan teknis dan/atau sosialisasi dan/atau pendampingan pelaksanaan DAK Bidang

Pendidikan.

d) l4elaksanakan monitoring dan evaluasiserta menyusun pelaporan kegiatan DAK Bidang Pendidikan.

?. PIHAK KEDUA:

a) Berhnggung jawab mutlak terhadap pelaksanaan program DAK secara fisik dan keuangan di tingkat

sahnn pendidikan (Sekolah).

b) ltlernberrtuk Panitia Pembangunan Sekoiah (P2S) ditingkat Satuan Pendidikan (Sekolah).

c) f4ehporkan keadaan fisik tian keuangan serta penggunaannya secara periodik kepada PIHAK

PERTAMA.

d) Mencatat dan melaporken aset yang diperoleh dari DAK Bidang Pendidikan kepada PIHAK

PERTAMA.

Pasal 6

Pelaksanaan Pekerjaan

Fdaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 memperhaUlon hal-halsebagai berikut :

a. PIHAK XEDUA dalam melakanakan kegiatan harus melibatkan unsur sekolah, komite dan masyarakat

sebagai bagian integral manajemen berbasis sekolah,

b. PIIIAI IGDUA dalam mengelola DAK Fisik Tahun Anggaran 2020 harus sesuai dengan Petunjuk Teknis

&r Hrnjuk Operasional DAK Bidang Pendidikan serta peraturan perundang-undangan yang terkait,

c. PlllAf IGDUA membuat laporan secarc berkala mengenai pelaksanaan pekerjaan/kemajuan pekerjaan

hpada PIIIAK PERTAMA,

d. Pllltl( IGDUA wajib membuat dan menyerahkan kepada PIHIIK PERTAMA dokumenhsi pekerjaan,

hporan kcnajuan pekerjaan dan kelengkapan administrasi tainnya pada tahapan pencairan dana,

e. PIllAl( XEDUA wajib melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas selta

pehporan keuangan dari hasil pekerjaan,

f- Plll l( IGDUA berkewajiban memungut dan sekaligus menyetorkan pajak-pajak yang terkait dengan

pebksarnan pekerjaan serta menyimpan buKi-buRi setoran dan frKur pajak sesuai dengan peraturan

Flrdarry-undangan,

fud Wrfrji8 Pemberiqr Baittuon



Nunor SPPB : 06/|V4SARPMS/DAKPSMP/SVW./DPK-PS2AZ0
Tonggal : a2April2020

I tlllAl( KEDUA berkewajiban melakukan serah terima hasil pekerjaan dengan PIHAK pERTAlrlA yang

frnrglon dalam Berita Acara Serah Terima pekerjaan,

L FIHAK KEDUA wajib menyimpan seluruh dokumen pelaksanaan DAK Fisik Bidang pendidikan Tahun

Arpgaran 2020,

L PIHAK KEDUA bertanggung jawab penuh terhadap pengelotaan seturuh dana DAK Fisik Bidang

kndilikan Tahun Anggaran 2020 yang dherima dari pIHAK pER'r,AMA,

Pasal 7

Pengawasan dan pemeriksaan

a hlam pengawasan/pemeriksaan dan pengendatian pekerjaan, PIHAK PERTAIIA dibantu oleh tenaga

Fasilitator yang merupalon unsur inciividu yang ahli dibidangnya,

b- PIHAK PERIAMA mempunyai hak untuk menelak setiap hasil pekefaan yang tidak sesuai dengan

ketentuan pelaksanaannya,

_ 
Pasal 8

Jumlah Dana Bantuan

1- DAK Fisik Bidang Pendrdikan Tahun Anggaran 2020 yang diberikan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK
IGDUA sebesar Rp. 125.000.000,' (Seratus dua puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
a) Rehabilitasi ruang iaboratorium IpA = Rp. 125.000.000,-

Z Dana sebagaimana dimaKud pada ayat (1) digunalon untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2.

Pasal 9

Penyaluran Dana

Ergillran penyaluran dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal B ayat (1) sebagai berikut :

L Tilap I : 25o/o (Dua puluh lima perseratus) dari keseluruhan dana s,waketola setelah perjanjian ini

ftdatanganikedua belah pihak beserh dokumen lainnya diterima dan disetujui PIHAK PERTAMA,

Z TaIEP ll z 45o/o (Empat puluh lima perseratus) dari keseluruhan dana swakelola apabila pekerjaan telah
rrermpai bobot 20% (Dua puluh perseratus), dilengkapi dengan dokumentasi dan progress kemajuan
pekerjaan,

3. T*ap Itr : 300,6 (Iiga puluh perseratus) dari keseturuhan dana srrrakelota apabita pekerjaan telah
rrnepai bobot 6506 (enam puluh lima perseratus), dilengkapi dengan dokumentasi dan progress

brnjtnn pekerjaan.

UWin PemberfuznBantuan
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Tanggal

: 06IVISARPRAS/D AKP SMP/g/K/DpK-p 5/2020
: A2Apd2A0

&a pernbayaran disalurkan/transfer ke rekening PIHAK KEDUA dengan rincian sbb :

llama Rekening

llomor Rekening

l{ama Bank

, ,rOr.Or1O.O163t-1

: Bank Nagari Cabang pembantu fnderapura

Pasal 1O

Fore Majeure

1- Force Majeure adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kemampuan manusia dan tidak dapat
dihindarkan sehingga suatu kegiabn tidak dapat terlaksana sebagaimana mestinya seperti bencana
alam, epitlemi( peperangan, pemogokan, sabotase, pemberontakan/kerusuhan.

Apabila terjadi force majeure maka PIHAK xEDuA segera memberitahukan kepada PIHAK
PERTAMA secara tertulis setambat-tambatnya dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari sejak
tefadinya .rorce majeu:"e dengan dilengkapi bulGi tertulis yang dikeluarkan oleh pihak berwenang.

Berdasar:kan pemberi'rahuan tertulis dari PIHAK KEDUA sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2)
maka PIHAK PERTAMA akan melakukan evaluasidan kajian untuk menganrbil keputusan, menyetujui
atau menolak permohonan dari PIHAK KEDUA tersebut.

Apabila permohonan tertuiis dari PIHAK KEDUA tentang force majeure dterirna/disetujui maka akan
dilakukan perubahan perjanjian sedangkan perjanjian awal dinyatakan batal.

Pasal 1l
Sisa Dana

1' Apabila PrHAK KEDUA dalam metaksanakan pekerjaan terdapat kelebihan/sisa dana maka dapat
digunakan untuk menambah volume atau sasaran dengan persettijuan PIHAK PERTAMA,

L Jilo sisa dana tidak digunakan untuk penambahan volume atau sasaran maka sisa dana tersebut harus
disetorkan kembali ke kas daerah.

Pasal 12

Pertanggungjawaban

PIHAK KEDUA wajib membuat laporan secara berkala mengenai pelaksanaan pekerjaan / kemajuan
pekerjaan kepada PIHAK PERTAMA.

PIHAK IGDUA wajib membuat dan menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA dokumentasi kegiatan
beserta kebngkapan adminisfiasi lainnya pada hhapan pencairan dana.

ft Wanion Pemberian Banfimt
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Tmggal

: 06IV/SARPRAS/DAKPSMP/SVW./DPK-PSPA0
:02A?ri12020

3. lryran pertanggungjawaban kegiatan harus sudah diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK

PEITAI{/I selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender terhitung saat selesainya pelaksanaan

peierjaan, dilampiriantara lain :

a) Berita Acara Serah Terima,

b) Bukti pertanggungiawaban keuangan seperti : kwitansi/ faktur setiap pembelian barang dan buKi

pergeluaran lainnya,

c) Bnkti setoran pajalq

d) Brrkti teknis pekerjaan.

Pasal 13

Sanksi

ApaUla dalam pelaksanaan pekerjaan mengalami keterlambatan atau terjadi penyimpangan dari

h*nhtan yang berlaku dalam dokumen teknis, RAB dan Gambar rencana, maka PIHAK PERTAMA

secara sepiha k dapat memutuskan/meng hentikan pekerjaan tersebut.

Enutusan/penghentian sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas maka PIHAK KEDUA wajib

rnengernbalikan seluruh dana dan disetorkan ke kas daerah dan dikenakan sanksi sesuai dengan

k#ntuan perundang-undangan.

Pasa! 14

PENUTUP

Dernikian Surat Perjanjian ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak di Painan, pada hari dan

brEgnl tersebut di atas. Surat Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) rangkap diantaranya

berrnatereicukup dan 2 (dua) rangkap lainnya masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

L

PIHAK KEDUA,
t@ala UPT SMPN 1 Pancung Soal

Painan, tanggal tersebut di atas

PIHAK PERTAMA,
Kuasa Pengguna Anggaran

Nip. 19720505 200003 2 005

fu Pcfirg'iail Pemberian Bantuan


